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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

 REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 24 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI 

MANUSIA NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT DAN TATA 

CARA PEMBERIAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI 

MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA 

DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN 

PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa penanganan pencegahan dan penanggulangan 

Covid-19 untuk narapidana dan anak berdasarkan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, 

dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam 

Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran 

Covid-19, hanya menjangkau Narapidana yang tersisa 

2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan Anak yang tersisa 

1/2 (satu per dua) masa pidananya sampai dengan 30 

Juni 2021, perlu dilakukan perubahan terhadap 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 
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32 Tahun 2020 tentang  Syarat dan Tata Cara Pemberian 

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, 

dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam 

Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran 

Covid-19; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata 

Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti 

Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana 

dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyebaran Covid-19; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3614); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5216);  

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5332); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan 
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Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5359); 

6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 

7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam 

Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 34); 

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 356); 

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1473) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor1135);  

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 

Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti 

Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 


